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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kelebihan sistem pembuktian terbalik ini adalah dapat memberikan 

kemudahan dalam memberntas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan 

modus operandi yang semakin rumit dan canggih. Sistem pembuktian terbalik 

yang merupakan kebalikan dari sistem konvensional atau bisa membebankan 

pembuktian tidak lagi kepada jaksa penuntut umum tapi beban pembuktian 

dapat dialihkan kepada tersangka atau terdakwa, sehingga kelemahanya yang 

selama ini menghambat aparat hukum dalam mencari dan menemukan bukti-

bukti, dimana pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sering tidak dapat 

dilakukan karena kurang bukti-bukti yang kuat, sehingga sekarang dapat 

diselesaikan melalui penerapan sistem pembuktian terbalik. 

Kekurangan pada sistem pembuktian terbalik ini sebenarnya sangat 

bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi pada hakikatnyakedua 

asas itu tidak benar-benar bertentangankan, karena keduanya telah 

memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pemberlaan, dan 

juga HAM terdakwa untuk membela diri tetap dijamin, baik dalam asas 

praduga tak bersalah maupun asas pembuktian terbalik. Tindak pidana 

korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi sorotan dan 

sekaligus keprihatinan masyarakat. Karena masalah korupsi terkait dengan 

berbagai kompleksitas masalah, yang tidak hanya merugikan keuangan, 

perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan 
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ekonomi masyarakat secara luas, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan 

moralitas, maka pembrantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar 

biasa. Antara lain dengan cara penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni 

pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. 

Sistem pembuktian terbalik ini merupakan penyimpangan dari sistem 

pembuktian konvensional atau biasa sebagaimana sistem pembuktian dalam 

KUHP. Karena dalam sistem pembuktian terbalik yang dibebani untuk 

membuktikan adalah terdakwa, yakni terdakwa mempunyai hak untuk 

memuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib 

memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri atau 

suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga 

mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutn. 

Agar penerapan sistem pembuktian terbalik ini efektif dalma 

membrantas tindak pidana korupsi, maka harus memperhatikan beberapa 

faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tersebut, antara lain : 

1. Sistem pembuktian terbalik tidak dapat diberlakukan secara absolute. 

2. Prosedur pelaksanaan sistem pembuktian terbalik harus jelas. 

3. harus diimbangi denganpeningkatan mental penegak hukum. 

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini akan memberikan kuntngan 

dan kemudahan dalam membrantas tindak pidana korupsi, karena jaksa 

penuntut umu tidak lagi dibebani dengan pembktian secara mutlak. 

Sebagaimana sistem pembuktian dalam KUHP, karena beban pembuktian 

dialihkan kepada tersangka atau terdakwa, disamping itu sistem pembuktian 
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terbalik dapat menyiasati  kerumitan pola tindak pidana korupsi yang 

dilakukan dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih dan rumit, 

dengan demikian sistem pembuktian dalam KUHP, serta dapat mengatasi 

kerumitan pola tindak pidana korupsi yang selama ini sulit dibuktikan. 

 

B. Saran 

Guna lebih mengoptimalkan fungsi sistem pembuktian terbalik, dalam 

membrantas tinadak pidana korupsi, perlu saya sampaikan bebepara 

rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, sebagai berikut : 

1. Perlu memperjelas prosedur pembuktian terbalik dalam UU PTPK guna 

menjamin kepastian hukum, baik bagi kehidupan terdakwa maupun 

penegak hukum, agar tidak terjadi bentuk kesewenag-wenangan serta 

penyimpangan-penyimpangan. Ketidak jelasan prosedur pembuktian 

terbalik dapat menjadi ajag KKN baru. 

2. penerapan sistem pembuktian terbalik, pertama-tama harus ditunjukan 

terhadap para petinggi di lingkungan instansi penegak hukum, misalnya 

Jaksa Agung beserta para Jaksa Agung mudanya, para Kepala Kejaksaan 

Tinggi, dan negerinyasetelah itu barulah senjata asas pembuktian terbalik 

itu diarahkan kepada pejabat tinggi lain, dimulai dari presiden, wail 

presiden, para mentridan seterusnya. Terakhir, barulah para pejabat 

esolon yang lebih bawah dan warga masyarakat umum. Dengankata lain 

untuk membersihkan lantai kotor, maka sapunya dulu yang harus 

dibersihkan. 
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3. Perlu peningkatan kualitas moral, integrasi dan profesionalisme aparat 

penegak hukum, karena tanpa dukungan oleh kualitas moral, integrasi 

dan profesionalisme serta komitment yang sungguh-sungguh dari aparat 

penegak hukum, maka sesempurna bagaimanapun suatu peraturan 

maupun sistem tidak akan efektif membasmi suatu kejahatan, untuk itu 

perlu adanya komitment yang sungguh-sungguh, dengan diduung oleh 

moralitas yang positif dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan 

sistem pembuktian terbalik ini, guna membrantas tindak pidana korupsi. 
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